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mengatur tentang perlindungan hukum bagi narapidana terpidana mati yang 

belum jelas pelaksanaan eksekusinya atau dalam kata lain adalah 

perlindungan hukum dalam penentuan masa tunggu eksekusi terpidana 

mati, agar terciptanya kepastian jangka waktu pelaksanaan eksekusi pidana 

mati yang benar-benar konkrit bagi terpidana mati itu sendiri, seperti halnya 

yang dilakukan oleh negara-negara tetangga (Malaysia dan Singapura) yang 

menetapkan masa tunggu eksekusi pidana mati paling lama 1 (satu) tahun. 
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